SALIMAN

WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 44 TAHUN 2007

TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WAL'HOTA SURABAYA NOMOR 74 TAHUN 2006

TENTar . VENGATURAN DAN PEMBAGIAN BIAY A PEMUNGUTAN PAJAR DAERAM

Menimibany

Menginaat

WALIKOTA SURABAYA,

. pphwz dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayst (2)

Parawraa NDaerah Kotz Surahaya Momor 2 Tahunn 200€ tentang
Blaya Pemungutan Pajak Daerah, telah gitetapkan Persturan
Walikola Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan
remoagian Biaya Pemungutan Pajak Daaran,

. bahwa guna kalancaran pelaksansan pembagion biaya pemungutan

pajak dacrah, khususnya yang diperuniukan %agi aparat penunjang
dalam rangka kegiatan pemungutan pajak dgaarah, perly mengatur
kersboli ketentuan mengenai pengaturan dar pombagian biaya
pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun Z006;

. bahwa berdasarkan pertmbangan sebaga'mana dimaksud dalam

Ruruf a dan haruf b, perlu menetapkan Peraturan Waliketa tentang
Ferutahan Atas Peraturan Waitkota Surabaya Nomeor 74 Tahun 2006
tentarg Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungulan Pajak
Draerah.

- Undang-Undang Nemer 16 Tahur 1830 tentang Pembentukan Daerah

Kot Basar dalam Lingkungan Propinsi Jawa TimuriJawa Tengah/Jawa
parol adn Daerah Istimewa Yogyakarta sehanamana talan ridbah
dangan Undang-undang Nomor 2 Tzhun 1965 {Lembaran Negara
Tahun 1453 Nomer 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

. Undong-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentany Pajak Daerah dan

Relilbuni Daerah  (Lembaran MNegara Tabun 1957 Nomor 41
Tampanan Lembaran Megara Romor $585) sebagaimana lalah
diubah dengan Undang-Undang Memor 34 Tabun 2000 (Lembaran
FMegara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan L.ombaran Negara Nomor
2048

s Uncung-Undong Nomar 10 Tahun 2004 tentang FPeambantukan

Faisturan  Perundang-undangan  {lLembaran tegara Tahun 2004
riomor 53 Tambahan Lembaran Negaa Nomor 4384y,



Lngang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lambaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tombahan Lembaran
Magara Nomor 4437} sebagaimana telan diubah dengan Undang-
\JUrdzng Nomor 8 Tahun 2005 L.embaran Negara Tahun 2005 Nomor

103 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548}

Poraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2001 tentang Pajek Daerah
«{Lembaran Negara Tahun 2007 MNomor 118 Tambahan Lembaran

Hegars Momor 4138);

: Keputusan Menteri Dalam Negan Nomor 35 Tahun 2002 tentang

Pedarman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daurah sebagaimana talah
aniban cengan Peraturan Menten Uatam Negen ilomor € Tahun 2004;

! Peroturan Daerah Kota Surabaya Nemar Y Tahun 2006 tentang Bioys

Ezmung.aizn Pajak Daerab (Lembaran Daerah Fota Surabaya Nomor 9
Tanun 2006 Tambahan Lemparan Daerah Kota Surabaya Nomor 9,

Heraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahim 2006 tentanp
Fengatian dan Pembagian Biaya Pumungutan Pajak Daorah (Berita
{,arran o Surabaya 1anun 2006 Momor 74).

MEMUTUSKAN :

FERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 74 TAHUN 2006
TENTANG PENGATURAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH.

Pasal |

(:barana kotentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Momor 74
Tahun 2006 tantang Pergaturan den ©embagian Bigya Pemungutan
“uiae Ioneran {Berita Daeran Kota Surabaya Tashun 2006 Nomor 74),
uubah zapapal benkut:

ivetemuan Pasal 1 diubab. schinooa berbunw
Pasal 1

Lalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan ©

1 Uaerah adalah Kota Surabaya.

Kepaia Daerah acalah Walkota Surabaya.

fiekretanat Daerah adatah Sekretonat Dacran Kota Surabayva,
Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kots Surabaya,

Asisten Bidang Admimistrasi Pernbangunan adziah Asisten Bidang
Administrasi Fembangunan Sahuetatiat Dacrah Kota Surabzaya.

& Badan Pengelulaan Keuangan adalzh Sxdan Pengelolaan
Keuangar Kota Surabaya.

7. Pajak Daerah adalah iuran waiib yang dilakukan oleh orang pribadi
ataw badan kepada dasrah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dapat cipaksakan bergasarkan  paraturan
nerundang-undangan  yang berlaku, yang digunakan  untuk
mumpiayai  penyelenggaraan  perneriniahan deaerah  dan
pamtangunan daerah.

Iz
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8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegialan mulai dan
penghimpunan data obyek dar subyek pajak, penenfuan bagamya
pajak lerutang sampal kegiztan poriagihan paak kepada wajib
pajak serta pengawasan penyetorannya.

9. Biaya pemungutan adalah bioya yang diberan kepada aparat
pelakzana pemurgutan pajak daerah dan anarat pehunjeng dalam
rangka kegiatan pemungutan.

i} Apart pulaksana pemungulan palak Udoral, yang selanjutnya
dizebul aparat pelaksana adalah aparat unit keria yang bertugas
melaksanakan kegialan pemunqutan pajak dacran.

11.Apatat panuniang adalah aparst atau pejabat pada instansiuni
kerje/lembaga  yang menunjang dalam  rangka  kegiatan
petnungLitan pajak daarah.

I Ketentuan Pasal 4 diubah. sehingne berbunyi :

Pasal 4

Setelan keseluruhan biaya pemungulan pajak daerah sekagaimana
dinsksud dalam Pasal 3 dinitung. selanjiinya ditetapkan
pempagiznnya dengan penncian sebagal berikut ;

a sebesar 50% (enam puluh persen) diberikan kepada aparat
pelaksana, yang pelaksanaan, pengaturan dan pembagiannya
operanggungjawabkan cleh pimpinan unit kenja yang bertugas
molaksanakan kepgiatan pemungutan pajak daerah;

b sobesar 40% (empat puluh persen) diberikan kepada aparat
peniinjang, yang pengaturan dan psmbagiannya dilaksanakan
olen Asisten Bidang Aoministrasi Fembangunan atas persetujuan
®epala Daerah berdasarkan pertimbangan dari  Sekretaris
Dacran.

Pasal N
Herateran Walikota ini multai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agayr seltap orang mengetahuinya, meamerintahkan pengundangan

Paraturan Wealikota ini dengan penomipatannya dalum Berita Daerah
“.ota Surabavya,

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 September 2007

WALIKOTA SURABAYA,
tid
BAMBANGC DVW! HARTOND

Diundangkan di ................



Diundangken d Surabaya
pada tanggei 12 Saptermber 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ef
SUMAMTO BADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
an '-‘:FKRETARIS DAERAH

Eh: :a ngkat!
MNIF. 010 251 424



